
SALIN AN 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI BENGKULU UTARA 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA 
NOMOR 20 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENJABARANPERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN BENGKULU UTARA 
TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BENGKULU UTARA, 

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara Nomor Tahun 2021, tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun An_ggaran 
2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pe1aksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Tahun Anggaran 2020; 

1. Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang 
Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 
Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 
1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam 
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

ten tang 
Republik 

Lembaran 



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4693); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
ten tang Pen era pan Standar Akun tansi Pemerin tahan 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu 
Utara Tahun 2020 Nomor 3); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 
Tahun 2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2020 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 
Nomor 6); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 
2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 
2020 Nomor 2); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 
Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 
2021 Nomor 1); 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENT ANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU 
UTARA TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2020 terdiri dari: 

1. Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Transfer Pusat/Dana Perimbangan 
c. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 
d. Transfer Pemerintah Propinsi 
e. Lain -lain Pendapatan yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

2. Belanja 
a. Belanja Operasi 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Subsidi 
4) Belanja Hibah 
5) Belanja Bantuan Sosial 

Jumlah 

b. Belanja Modal 
1) Belanja Tanah 
2) Belanja Peralatan dan Mesin 
3j Belanja Gedung dan Bangunan 
4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 
5) Belanja Aset Tetap Lainnya 

Jumlah 

c. Belanja Tak Terduga 
Jumlah Belanja 

Rp. 79.519.744.398,06 
Rp. 873.870.193.710,00 
Rp. 198.323.685.000,00 
Rp. 12.068.469.984,94 
Rp. 47.897.220.000,00 
Rp. l.211.679.313.093,00 

Rp. 454.552.834.549,00 
Rp. 268.597 .190.035,80 
Rp. 0,00 
Rp. 47.722.570.600,00 
Rp. 190.000.000,00 
Rp. 965.673.325.043,48 

Rp. 0,00 
Rp. 59.350.465.841,40 
Rp. 53.802.230.413,42 
Rp. 63.362.831.784,86 
Rp. 49.942.100,00 
Rp. 176.565.470.139,68 

Rp. 18.045.259.719,00 
Rp. 18.045.259.719,00 

3. Transfer 
a. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Rp. 1.869.097.239,00 

b. Transfer Bantuan Keuangan 
1) Transfer Ban tuan Keuangan ke Desa 
2) Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 

Jumlah Transfer 

Surplus/ (Defisit) 

4. Pembiayaan 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Rp. 254.458.517.746,00 
Rp. 0,00 
Rp. 254.458.517.746,00 

Rp. ( 10.321.626.935,48) 

Rp. 50.061.177.583,00 
Rp. 1.500.000.000,00 
Rp. 48.561.177.583,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan 
(SILPA) Rp. 38.239.550.647,52 

NIP. 196407051988031010 



Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu 
Utara. 

Ditetapk.an di Arga Makmur 
pada tanggal 12 Juli 2021 

BUPATI BENGKULU UTARA, 

ttd 

MIAN 

Diundangkan di Arga Makmur 
pada tanggal 12 Juli 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BENGKULU UTARA, 

ttd 

HARYADI 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 20 
Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
Setdakab. Bengkulu Utar 

ZULKARNAIN 
Pembina Utama Muda (IV/ c) 
NIP. 196407051988031010 
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